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KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

Mengingat

Nomor 421/DISDIK-BP/222

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH /
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

a)

b)

L2

Bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di
Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam
bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan
(SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir:

Bahwa untuk dikeluarkan Sura [zin Opersional dimaksud harus
memenuhi ketentuan yang berfaku untuk itu;

Bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas periu diictapkan dengan
SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

§

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentane Pemerintah Daerah
2 £ o

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 443 7}

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 999 tentang pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera
Tahun 1999 Nomaor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880):
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendididikan
Nasional ( Lembaran Negara Nomor 4301 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3411 );

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3412 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tabin 1998 0 Eaviabarar: Nl ot s



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Rimer 30 Tabes 1990 Testang Pendidikan Menengah

Beswrs Tabss 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara

Samee 2517 |, vshegeimana wish diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

91 Tarshehan Lembaran Negara Nomor 3764 ),

§ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang  Stendar Nasional Pendidikan ( Tambahan Lembaran Negara RI1
Nomor 44606 };

9. Kepumsan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002
tentang Pedomen Pendirian Sckolah;

10.Peraturan Daerah Kasbupaten Rokan Hilir Nowmor 05 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan
Hilir ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D );

MEMUTUSKAN

Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Oprasional Sekolah kepada
sekolal-sekolah Sebagal berikut ; 4

e s 4 s i a _'i
% NO | NAMA SEKOLAH ALAMAT KECAMATAN | KET /
ET T . B 5 T4 5
P

E (_1) SDS Hang Tuah 1. Datuk Laksamana | Bagan Senembah

E Bagan Batu

{ 2 |SMP Bintong Fajar | J1. Suka Jadi Bangko | Bangko Pusako ‘
; Kiri .

Y 3 | SMAPessiapan  |Jl. Wan Tamrin | Pasir Limau Kapas ’
; Negeri Sungai Daun | Hasyim 2
i i
f 4 | SMK Tunas Bangsa |Jl. Pendidikan Para | Rimba Melintang ‘
- » l Seremban Jaya E

Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan
kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;

Persctujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk
yayasan / penyelenggara sel:olah tersebut dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan /
penyelenggara sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka
persetujuan ini dinyatakan tatal dan tidak berlaku lag;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila tordapat kekeliruan
dalam penectapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPK AN DI BAGANSIAPIAP]
PADA TANGGAL, 04 NOPEMBER 2010

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
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